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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimban I3

Mengmgat

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 20.8 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS TIDORE UTARA

WAZIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan
swasta, maka dipandang perlu memberikan Izin Opersional yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota,
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utaea, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Proping Maluku Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, ‘Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 2Nomor 4264):

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendhidikan
Nasional (Lembaran Negara RT Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomar 4501):

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389):

Undang-undang Nomor 32 “ahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-
Undang Nornor 3 Tahun 2005 Tentang: Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, ‘Uambahan Lembarin Negara Republik
Indonesta Nomor  4548).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tunmngll‘erimbﬂngan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438};

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1920 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3412): 3
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten tang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangun Pemerintdh Propinsi sebagai Daerah
Otonom  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 3952) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA :  Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Tidore Utara.

KEDUA t  Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum
PERTAMA, diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara,

"KETIGA : ‘Kedudukan,*mgﬂs dan funssi serta susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekolah Swasta dimaksud mengacu kepada Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional.

KEEMPAT t Menugaskan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan
Mareku dan Kepala Sekolih untuk melaksanakan kegiatan sekolah
sesual dengan ketentwan Perundang-undangan vang berlaku.

KELIMA :  Segala f}iﬂ}rﬂ yang timbul sebagui akibat ditetapkannya Keputusan ini

[ dibebankan pada Lembagn Pemberdayaan  Masyarakat (1PM)
Kelurahan Mareku dan Komite Sekolah.
KEENAM t Keputusan ini mulai berlaku sejak tingeal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pacda tanggal 29 Haret 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, Z/L v S
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Tembusan Yth, :

L. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kot Tidore Kepulwan di Tidore,

3. Iepala UPTD Diknas Keeamatan Tidore Utara di ‘lidore.
@) Ketun LPM Kelurahan Mareku di Mareku. :

5. Arsip.




